Menimbang :

Mengingat

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 59 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS SOSIAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan

. 1.

birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan
penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial;

bahwa Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten
Ogan Komering llir telah mendapatkan persetujuan Gubernur
Sumatera Selatan melalui surat Nomor : 061/4170/VII/2021;
bahwa Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 82 Tahun
2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Sosial sudah tidak sesuai dengan
perkembangan hukum sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Sosial Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1821);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494);

4. Undang-Undang. ...



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah
Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/ Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi
Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

9. Peraturan. ...



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 525);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan  Struktur Organisasi Pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun
2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering
[lir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun
2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering
[lir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun
2016 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

3. Bupati. ...



AN

10.

11.

12.

13.

14.

Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ilir.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan Kewajiban daerah otonomi
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Daerah Otonomi adalah selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyrakat dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perangkat Daerah adalah organisasi pemerintah daerah yang bertugas
membantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintah
daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, badan,
unit pelaksana daerah, kecamatan, dan lembaga lain yang diamatkan
peraturan perundang-undangan.

Dinas Daerah adalah organisasi yang bertugas membantu pelaksanaan
urusan pemerintahan daerah yang diserahkan oleh Kepala Daerah,yang
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah
organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
Pemberdayaan Sosial adalah semua wupaya yang diarahkan untuk
menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya,
sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan
untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya
secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan,
baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia
sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh

rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

15. Koordinator. ...



15. Koordinator adalah pimpinan kelompok jabatan fungsional yang

melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup

bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.

16. Sub-Koordinator adalah sub pimpinan kelompok jabatan fungsional yang

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup

bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2
Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Sosial.
Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering llir, terdiri
dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pemberdayaan Sosial;

d. Bidang Rehabilitasi Sosial;

e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial,;
f. Bidang Penanganan Bencana.

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan

Bidang terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Sub Bagian. ...



(4)

(9)

(6)

(7)

(1)

(2)

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala
Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris.

Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas,
Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub bagian yang memiliki
keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu

Dinas Sosial

Pasal 4

Dinas Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan
daerah di Bidang Sosial yang meliputi urusan Pemberdayaan Sosial,
Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Rehabilitasi
Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Bencana dan

Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:

a. menyusun program kerja dinas sosial;

b. merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang Pemberdayaan
Sosial, Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan,
Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Penanganan
Bencana Daerah serta Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;

c. menyelenggarakan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil
(KAT);

d. menerbitkan izin pengumpulan sumbangan dan undian gratis
berhadiah;

e. membina dan mengembangkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

(PSKS);

f. menyelenggarakan. ...



(1)

(2)

(1)

f. menyelenggarakan pemulangan warga negara migran korban tindak
kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/ Kota untuk
dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal,

g. menyelenggarakan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas
terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan
pengemis di luar panti sosial;

h. menyelenggarakan rehabilitasi sosial penyandang masalah
kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/ Aids dan
Napza di luar panti sosial;

i. menyelenggarakan pemeliharaan Anak-anak terlantar;

j- menyelenggarakan pengelolaan Data Fakir Miskin kabupaten;

k. menyelenggarakan perlindungan sosial korban bencana alam dan
sosial;

1. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan
bencana (kampung siaga bencana dan taruna siaga bencana);

m. menyelenggarakan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif dan

teknis kepada semua unsur di lingkungan Dinas Sosial.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. mengatur penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data,
pelaporan program dan anggaran Dinas Sosial;

b. mengatur pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan
perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;

c. mengatur pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan
dalam perlengkapan, pengelolaan aset dan dokumentasi;

d. mengatur pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan

jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

Sub Bagian Perencanaan
Pasal 6
Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyusunan
rencana program, kegiatan, anggaran, pemantauan, evaluasi, pengelolaan

data, dan penyusunan laporan kinerja Dinas Sosial.

(2) Dalam. ...



(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a. melakukan penyusunan rencana program dan kegiatan;

b. melakukan penyusunan anggaran,;

melakukan pemantauan dan evaluasi;

o o

melakukan pengelolaan data dan penyusunan laporan kinerja.

Sub Bagian Keuangan

Pasal 7

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan

penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan,

pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta

penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub

Bagian Keuangan, menyelenggarakan fungsi:

a. pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan urusan verifikasi dan
penatausahaan keuangan,;

b. pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan urusan
perbendaharaan dan pembukuan keuangan;

c. pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan urusan akuntansi dan
pelaporan keuangan;

d. penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan
urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi,
pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset,
informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi
kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian, menyelenggarakan fungsi:

a. melakukan urusan surat menyurat;

b. melakukan urusan kearsipan dan ekspedisi;

c. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
d. melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik Negara;
e. melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

f. melakukan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian.

Bagian Ketiga. ...



Bagian Ketiga
Bidang Pemberdayaan Sosial

Pasal 9

(1) Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan koordinasi,

(2)

pembinaan dan pemberian dukungan Pemberdayaan Sosial Komunitas

Adat Terpencil (KAT), Pengumpulan sumbangan, Pembinaan Potensi

Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Pemeliharaan dan Pengelolaan

Taman Makam Pahlawan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Pemberdayaan Sosial melaksanakan fungsi :

a.
b.

C.

merumuskan kebijakan Pemberdayaan Sosial;

memfasilitasi pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT);
menyelenggarakan Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan
Komunitas Adat Terpencil (KAT);

mengkoordinasikan dan mensinkronisasi penerbitan izin undian gratis
berhadiah dan pengumpulan uang atau barang;

memverifikasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan
pengumpulan uang atau barang;

menyelenggarakan peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial
masyarakat;

menyelenggarakan  peningkatan kemampuan  potensi tenaga
kesejahteraan sosial kecamatan;

menyelenggarakan  peningkatan kemampuan potensi sumber
kesejahteraan sosial keluarga;

menyelenggarakan  peningkatan kemampuan potensi sumber
kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat;

menyelenggarakan peningkatan kemampuan sumber daya manusia
dan penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
menyelenggarakan rehabilitasi sarana dan prasarana Taman Makam
Pahlawan Nasional,

menyelenggarakan pemeliharaan dan pengamanan Taman Makam

Pahlawan Nasional,

m. mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan sosial.

Bagian Keempat. ...



(1)

(2)

10

Bagian Keempat
Bidang Rehabilitasi Sosial
Pasal 10

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan koordinasi,

pembinaan dan pemberian dukungan rehabilitasi sosial dasar penyandang

disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut wusia terlantar serta
gelandangan pengemis di luar panti sosial, dan rehabilitasi sosial
penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban

HIV/Aids dan Napza di luar panti sosial serta pemulangan warga negara

migran korban tindak kekerasan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Rehabilitasi Sosial melaksanakan fungsi :

a. merumuskan kebijakan rehabilitasi sosial,;

b. menyusun rencana kebutuhan dan menyelenggarakan penyediaan
permakanan, sandang dan alat bantu bagi penyandang disabilitas
terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan
pengemis di luar panti sosial;

c. menyelenggarakan pemberian layanan penelusuran keluarga,
reunifikasi keluarga, bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bagi
penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar
serta gelandangan pengemis di luar panti sosial;

d. menyelenggarakan pemberian akses dan layanan pendidikan dan
kesehatan dasar, layanan data dan pengaduan, layanan kedaruratan
dan layanan rujukan serta memfasilitasi pembuatan nomor induk
kependudukan, akte kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak
bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia
terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial;

e. menyelenggarakan pemberian layanan data dan pengaduan, layanan
kedaruratan, penyediaan permakanan, penyediaan sandang,
penyediaan alat bantu dan penyediaan perbekalan kesehatan di luar
panti bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya
bukan korban HIV/Aids dan Napza di luar panti sosial;

f. menyelenggarakan pemberian layanan penelusuran keluarga,
reunifikasi keluarga, bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya
bukan korban HIV/Aids dan Napza di luar panti sosial dan

keluarganya;

g. menyelenggarakan. ...



(1)

(2)

11

g. menyelenggarakan pemberian akses ke Layanan Pendidikan dan
Kesehatan dasar, pemberian layanan rujukan dan memfasilitasi
pembuatan nomor induk kependudukan, akte kelahiran, surat nikah
dan kartu identitas anak bagi penyandang masalah kesejahteraan
sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/Aids dan Napza di luar panti
sosial,

h. menyelenggarakan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam
pelaksanaan rehabilitasi sosial;

i. memfasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak
kekerasan dari titik debarkasi di daerah Kabupaten/ kota untuk

dipulangkan ke desa/ kelurahan asal;

j- mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang rehabilitasi sosial.

Bagian Kelima
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal 11

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas

melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan

pemeliharaan anak-anak terlantar, pendataan dan pengelolaan data fakir

miskin dan memfasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga dan

memfasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial melaksanakan fungsi :

a. merumuskan kebijakan Perlindungan dan Jaminan Sosial;
menyelenggarakan penjangkauan dan rujukan;

c. menyelenggarakan pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan

anak-anak terlantar;

d. menyelenggarakan pendataan fakir miskin;

e. menyelenggarakan pengelolaan data fakir miskin;

f. memfasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga;

g. memfasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat;

h. mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bidang Perlindungan dan

Jaminan Sosial.

Bagian Keenam. ...



(1)

(2)

(1)

(2)
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Bagian Keenam
Bidang Penanganan Bencana

Pasal 12

Bidang Penanganan Bencana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi,
pembinaan dan pemberian perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan
Bencana Sosial.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Penanganan Bencana melaksanakan fungsi :

a. merumuskan kebijakan penanganan bencana;

b. menyusun rencana kebutuhan penyediaan makanan, sandang, tempat
penampungan pengungsi bagi korban bencana alam dan bencana
sosial,

c. menyelenggarakan penyediaan makanan, sandang, tempat
penampungan pengungsi bagi korban bencana alam dan bencana
sosial;

d. mengkoordinasikan penanganan khusus bagi kelompok rentan korban
bencana alam dan bencana sosial,

e. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pelayanan dukungan
psikososial bagi korban bencana alam dan bencana sosial,

f. mengkoordinasikan dan mensosialisasikan pelaksanaan kampung
siaga bencana;

g. mengkoordinasikan dan mensosialisasikan pelaksanaan Taruna Siaga
Bencana;

h. mengevaluasi dan pelaporan penanganan bencana.

BAB YV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
Pasal 13

Pada Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering llir dapat dibentuk UPTD
sesuai dengan kemampuan daerah yang pembentukannya diatur sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja UPTD akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(3) UPTD. ...
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UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah
kerja satu atau beberapa Kecamatan.

UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan
sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional
yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang
keahliannya.

Selain Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh Sub-Koordinator yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang selaku
Koordinator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan
tugas membantu coordinator dalam penyusunan, pelaksanaan dan
pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu
kelompok jabatan fungsional dan masing-masing pengelompokan uraian
fungsi.

Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat yang
berwenang.

Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi Sub-Koordinator
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

BAB VII. ...
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BAB VII
TATA KERJA
Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Sosial harus menyusun peta
proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan

efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial.

Pasal 16
Dinas Sosial harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan,
analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh

jabatan di lingkungan Dinas Sosial.

Pasal 17
Pimpinan satuan organisasi, pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan
fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di
lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain di luar

Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 18
Pimpinan satuan organisasi, pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Sosial
harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan
masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas
publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja

yang terintegrasi.

Pasal 19
Pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja wajib mengawasi
bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Pasal 20
Pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja bertanggungjawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas

bawahan.

Pasal 21. ...
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Pasal 21

Pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-
masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada

waktunya.

Pasal 22

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan pimpinan
unit kerja dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk

kepada bawahan.

Pasal 23

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib
disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang lain yang secara fungsional

mempunyai hubungan kerja.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan organisasi dibantu oleh pimpinan
unit kerja dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada

bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan
disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya
sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan
ditetapkannya sub koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai

dengan ketetntuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX. ...
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ogan
Komering Ilir Nomor 82 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ilir dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan

Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,
dto.
ISKANDAR
Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 30 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,
dto.

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2021 NOMOR :
59
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